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A. Latar Belakang Masalah

Wakaf berasal dari kat@aqf yang bermakn&abs (menahan). Istilah
waqf sendiri diturunkan dari katavagafa — yaqifu — wagfanyang
mengandung arti sama dendaambasa — yahbisu — habsayaitu menahan.
Sehingga waqaf dipahami dengan menahan barang dangambil
manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikalkemudian menurut syariat
Islam, wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakaim, atau dengan

kata lain menahan harta dan mengalirkan manfaatijgéan Allah?

Pendapat Imam Muhammad Idris al-Syafi’, Imam Mad&n murid
Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad, wakaf gigyaratkan
penghilangan kepemilikan keuntungan yang diabaddeam pemberian pada
kepemilikan Allah. Karena keuntungan harus digunatami kesejahteraan

manusia dari awal sampai akfir.

Allah  telah mensyariatkan wakaf, = menganjurkannya n da
menjadikannya sebagai salah satu ibadah untuk rkatk@de diri kepada-Nya.
Orang-orang jahiliyah tidak pernah mengenal wakiiémudian Nabi

Muhammad memperkenalkan, menyerukan dan menganjuvk&af sebagai

! Fadlullah dan BTH. Brondgeestamus Jilid IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1927, him.
1011.

2 Sayyid SabigFigih Sunnahcet. 1, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, him. 461.
3 Al-Syafi'i, Al-Umm Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub, 1993, him. 281.



sebuah kebaikan yang diberikan kepada orang-orakig dlan orang-orang

yang membutuhkannya.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul SAW bersdbda,
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Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rakaitu SAW telah
bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia, paltusegala
amal kecuali tiga macam, yaitu: shadagah jariydmu iyang
bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orangatigHR
Muslim)

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa wakaf bukarydaeperti sedekah
biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaaanjiadap diri yang berwakaf.
Karena ganjaran wakaf itu terus mengalir selamargamwakaf itu masih
berguna. Wakaf bagi masyarakat, dapat menjadshilah (jalan) untuk
kemajuan ummat yang seluas-luasnya. Bahkan umiaat kerdahulu dapat
berkembang dan maju dikarenakan dari hasil wakagan kaum muslimin.
Berkembangnya agama Islam seperti yang kita liblearaing ini di antaranya
adalah karena hasil wakaf dari kaum muslimin. Baagdbangunan masijid,
mushalla, madrasah, pondok pesantren, panti asidrarsebagainya hampir

semuanya berdiri di atas tanah wakaf.

* Sayyid Sabigop.cit, him. 58.

® Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairighahih Muslim terj. Adib Bisri
Musthofa, Jilid 3, Semarang: asy-Syifa, 1992, 2.



Sejak Islam datang ke Indonesia, wakaf telah meikdekontribusi
besar sebagai elemen penunjang dakwah, dan penmzanguasyarakat,
selain zakat. Wakaf merupakan pranata keagamaag mpamiliki kaitan
secara fungsional dengan upaya pemecahan masalaliskkean dan

kepincangan sosiél.

Karena itulah, Islam sangat menganjurkan bagi emaagg yang kaya
agar mau menyerahkan sebagian harta atau tanabngakgpentingan Islam.
Ha ini dilakukan atas persetujuan bersama serta gtartimbangan
kemaslahatan umat dan dana yang lebih bermanfgapégkembangan umat.
Dengan demikian, manfaat wakaf tidak hanya dapasdkan oleh umat Islam
saat ini saja, akan tetapi dapat juga dirasakarfaanya bagi generasi umat

Islam pada masa-masa berikutnya.

Harta wakaf adalah amanat Allah yang terletak ngaéam nadzir. Oleh
karena itu nadzir adalah orang yang mempunyai wangmelakukan segala
tindakan yang mendatangkan kebaikan, dengan sasanthemperhatikan
syarat-syarat yang ditentukan oleh wdkiBegitu pentingnya kedudukan
nadzir dalam perwakafan, maka pada diri nadzirupéekdapat beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi. Begitu pula usa@hdalam pengembangan

harta wakaf harus sesuai denga hukum Islam.

® Departemen Agama RIRerkembangan Pnegelolaan Wakaf di Indone¥akarta:
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Isla@@& him. 83.

" Ahmad Ashar BasyirHukum Islam tentang Wakaf, ljarah, SyirkaBandung: al-
Ma’arif, t.th., him. 20.



Pengawasan benda wakaf, pada dasarnya adalahmalallf. Tetapi
boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafngadee orang lain, baik
perseorangan ataupun badan hukum atau organisas{ urenjamin agar
wakaf dapat terselenggara dengan peraturan yangganenseluk-beluk
perwakafan termasuk pengawasannya. Di Indonesgastulan wewenang
pengawasan terhadap benda wakaf, telah diatur dalEmuk Kompilasi

Hukum Islam.

Dalam hal ini bahwa orang atau badan hukum yanegridiewenang
untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab pengeéida wakaf (nadzir)
adalah KUA, Pasal 277 KHI mengatur bahwa: “Pengawagelaksanaan
tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secasaf@-sama oleh Kepala
Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia damgBdilan Agama yang

mewilayahinya.”

Nadzir bukanlah pemilik dan tidak dapat disamakangan pemilik,
akan tetapi hanya berstatus sebagai pengelolaaetsmtn layaknya pegawai-
pegawai dalam suatu perusahaan. Dalam PeraturaeriReah No. 28 Tahun
1977 (Pasal 1 ayat [4]) dan dalam Kompilasi Huk@harh (Pasal 215 ayat
[5]) kita jumpai adanya suatu rumusan yang samggnsiapa sebenarnya
Nadzir itu. “Nadzir adalah kelompok orang atau matiakum yang diserahi

tugas tugas pemeliharaan dan pengurus benda wakaf.”

Pada ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyelautkbahwa

nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggawgb atas kekayaan

8 Suparmantukum Perwakafan di IndonesiBarul Ulum Pers, 1999, him. 102.



wakif serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafamasedengan tujuan

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh MeAgama.

Pemerintahpun telah memberikan jaminan perlindunggihadap
keberadaan harta wakaf yang tertuang dalam UU Pdigraria (UUPA),
pasal 49 ayat (1), yaitu “Hak milik badan-badangeemaaan sosial sepanjang
diakui dan dilindungi badan-badan tersebut dijamima akan memperoleh
tanah yang cukup untuk bangunan usahanya dalanmgikkkagamaan dan

sosial.®

Adapun persyaratan nadzir diatur dalam pasal 219pflasi Hukum

Islam dan pasal 6 PP No.28 tahun 1977, yAlitu:

=

Warga Negara Republik Indonesia,

2. Beragama Islam,

3. Dewasa,

4. Sehat jasmani dan rohani,

5. Tidak berada di bawah pengampunan,

6. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanabenda yang

diwakafkan.

Mengingat besarnya potensi dalam rangka mensegédaier umat,

maka wakaf memerlukan pengelola yang akan bertindakk dan atas nama

°® Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam di Indonesiaet. I, Jakarta: Akademik
Persindo, 1995, him. 168.

9 1bid., him. 350.



wakaf dan mengurus segala macam harta benda yangsigk dalam lingkup

wakaf tersebut.

Praktek wakaf yang terjadi dalan kehiduapn masydrakelum
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Banyakdekasus harta wakaf tidak
terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar ataalitbeke tangan pihak
ketiga dengan cara melawan hukum keadaan demikididak hanya karena
kelalaian atauketidakmampuan nadzir dalam emngdamamengembangkan
harta benda wakaf, tetapi juga karena sikap maakate/ang kurang peduli
atau belum memahami status harta benda wakaf yemayusnya dilindungi
demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, idulags peruntukan

wakaf.

Untuk kepentingan umat, terutama terselenggaraagdigikan Islam,
Pondok Pesantren al-Ma’unah Cirebon merupakan ssddih dari sekian
lembaga yang membuka diri untuk menerima harta fvdke masyarakat.
Dengan adanya harta wakaf yang mengalir ke Pondskrren al-Ma’unah,
diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap ipéwh masyarakat luas.
Harta wakaf yang untuk kepentingan sebagaimanaruperdirinya Pondok
Pesantren al-Ma’unah, sudah seharusnya dikelolarasderbuka, transparan
dan profesional dengan mengikuti kaidah-kaidah ksalaaan sesuai dengan
peraturan yang berlakd, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi

sebagian masyarakat atas pengelolaan harta wagebiz.

1 Ketentuan-ketentuan perwakafan (syarat dan tugakim diatur dalam UU No.
41/2004 tentang Wakaf.



Untuk mencapai semua itu, maka dibentuklah sebwgderigurusan
dalam mengelola wakaf. Oleh karena itu, pengurug) yaengelola wakaf
(nadzir) tersebut harus melaksanakan tugasnya asegeofesional agar

pengembangan wakaf dapat terwujud sesuai dengasipsyariah.

Kenyataannya, masih ada sebagian masyarakat dasddrdirinya
Pondok Pesantren al-Ma’'unah yang menaruh rasaacatigs pengelolaan
harta wakaf yang diterimanya. Ada pihak lain yaiugk termasuk anggota
nadzir, justru memiliki peran yang besar dalam périgan harta wakaf
tersebut. Masalah lain adalah tidak pernah adamgasgaransi pihak
pengelola (nadzir) bagi masyarakat umum serta tmakah adanya laporan

kepada BWA? maupun publik.

Keterlibatan "orang lain” (di luar anggota nadziiglam pengelolaan
harta wakaf tersebut, diduga menjadi sumber magala) membuka peluang
terjadinya penyelewengan harta wakaf. Terlebih, lpgira pengelola harta
wakaf dalam pesantren (baik nadzir maupun bukaainagrsebut memiliki

hubungan kekeluargaan satu sama lain, tertutupaklaeis masyarakat sekitar.

Tercatat ada nama-nama bukan nadzir tetapi menpékan penting
dalam pengelolaan harta wakaf, yaitu H Karyono, NQr Hakim, Anisah,

Budi Hartanto, Solikhin, Muslicha Ahmad, Khamim kin Makhrus, Ida

12 salah satu tugas nadzir adalah melaporkan pelaieangas kepada BWI. LihatU
No. 41/2004 tentang Wakagasal 11. menurut KHI, nadzir diwajibkan memblagoran secara
berkala kepada KUA kecamatan setempat. Lihat Alatunan, Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia pasal 200, ayat (2).



Farida dan Mukti Ali Fauzi. Masing-masing memiligposisi dalam

kepengurusan Yayasan, MTs maupun MA al-Ma’uftah.

Kegiatan pengelolaan harta wakaf di Pondok PesardldVia’'unah
Cirebon yang masih persoalan ini menarik untuk jdilebih lanjut bagi
peneliti. Kajian akan difokuskan pada masalah "&ghsian Pengelolaan

Wakaf di Pondok Pesantren al-Ma’'unah Cirebon”, gabpudul skripsi.

. Rumusan M asalah

Dari latar belakang di atas, maka beberapa peratamalyang akan

peneliti temukan jawabannya lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pendelegasian pengelolaan wakaf di Poidsantren al-

Ma’'unah Cirebon?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendekegasengelolaan

wakaf di Pondok Pesantren al-Ma’unah Cirebon?

. Tujuan Pendlitian

Telah menjadi suatu pedoman bahwa setiap perbyatandilakukan
pasti mempunyai tujuan. Demikian pula halnya dengaryusunan skripsi ini,

tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pendelegasian pengelolakafwdi Pondok

Pesantren al-Ma’unah Cirebon.

13 Lihat Struktur Organisasi Yayasan, MTs, dan MA/&unah Cirebon. (Terlampir)



2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ekegasian

pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren al-Ma’unaébOn.

D. Tdaah Pustaka

Penelitian ini adalah berdasarkan studi kasus Hharkadengan
pendelegasian pengelolaan wakaf yang terjadi did&lonPesantren al-
Ma’'unah Cirebon. Oleh karena dalam penelitian imak lepas dari
keberadaan literatur, maka peneliti akan menyebutkdoerapa literatur yang

menjadiprevious findingpenelitian, penelmuan sebelumnya).

1. Skripsi yang ditulis Afik Achsanti di Fakultas Siar IAIN Walisongo
Semarang yang berjudul “Analisis Terhadap Pengatol@anah Wakaf
oleh Yayasan Pomesmawi di Kebarongan Kemrajen Baagu Dalam
tulisan ini dijelaskan bahwa mengenai pelaksanaanpgngelolaan wakaf
di Yayasan Pomeswami belum sesuai dengan kemgstranada, dalam

artian belum sesuai dengan hukum Islam dan UUdtiresia-*

2. Skripsi yang ditulis oleh Mamik Sunarti di Fakult&yari'ah 1AIN
Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukurtarts Terhadap
Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Study LapangariaH&/akaf
Masjid Agung Semarang)”. Dalam tulisan ini dijelaskbahwa diduga
adanya indikasi rekayasa dan pihak penukaran dagademelibatkan

beberapa pejabat dan orang-orang yang bersangialam proses tukar-

14 Afik Achsanti, “Analisis Terhadap Pengelolaan Tan&Vakaf oleh Yayasan
Pomesmawi di Kebarongan Kemrajen Banyumas”, Skrigsimarang: Perpustakaan Fakultas
Syariah IAIN Walisongo, 1995.
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menukar tanah wakaf Masjid Besar Semarang dengaah tiin yang

berada di Kabupaten Demak.

3. Skripsi yang ditulis Durrotin Nihayah di Fakultasya®’ah IAIN
Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukuntars terhadap
Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi di BKM Kabupatem&k)”. Dalam
tulisan ini dijelaskan bahwa dari dana umat yarkeldia oleh BKM

Demak tadi, harusnya dirasakan manfaatnya oleharaisst lain®

4. Skripsi yang ditulis oleh Siddig Nurjaman di Fakslt Syari'ah UIN
Yogyakarta yang berjudul “Persengketaan Perwakatmah Milik dan
Penyelesaiannya”. Dalam tulisan ini dijelaskan batapabila penyebab
terjadinya perselisihan wakaf adalah belum adameytfikat tanah, maka
keberadaannya mutlak diperlukan dan usaha sesifikharus
dilaksanakan, dan faktor yang menjadi penghambatriyarus

dituntaskart’

5. Skripsi yang ditulis oleh Khairul Fahmi di FakultéByari'ah UIN
Yogyakarta yang berjudul “Sengketa Tanah Wakafki$tudi Kasus di

Kec. Selong Kab. Lombok Timur}®

> Mamik Sunarti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemmyaan Ekonomi Harta
Wakaf (Study Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Samg)’, Skripsi, Semarang:
Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006.

' Durrotin Nihayah, “Analisis Hukum Islam terhadagnidayagunaan Harta Wakaf
(Studi di BKM Kabupaten Demak)”, Skripsi, Semaramgrpustakaan Fakultas Syariah IAIN
Walisongo, 2006.

7 Siddiq Nurjaman, “Persengketaan Perwakafan Tandlk Man Penyelesaiannya”,
Skripsi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Syadiadh 2003.

8 Khairul Fahmi, “Sengketa Tanah Wakaf Milik (Studasus di Kec. Selong Kab.
Lombok Timur)”, Skripsi, Yogyakarta: Perpustakaak#tas Syariah UIN, 2003.



11

6. Buku Wakaf Produktif karya Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH.,
membahas tentang komponen yang berkaitan dengaaf.wekkif, ikrar,

nadzir, benda yang diwakafkah.

7. Buku Figih Wakaf membahas tentang hal-hal pokok yang perlu
disosialisasikan di lingkungan masyarakat, orgageganisasi Islam dan

para nadzir yang mengelola tanah wataf.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, yang semuagydanas tentang
wakaf, tidak ada satupun yang bersinggungan dengealah pendelegasian
pengelolaan wakaf dalam sebuah lembaga pendidikdeh karena itu
penelitian di sini berbeda dengan penelitian-p&aalisebelumnya, terlebih
lagi obyek penelitiannya dalam hal ini adalah PénBesantren al-Ma’unah

Cirebon.

E. Metode Pendlitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangfeld research,
yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangjadaerah atau

lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyatabeéaar” Obyek

% Abdul Gani AbdullahWakaf Produktif Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008,
him 153.

% Departemen Agama RFigih Wakaf Jakarta: Departemen Agama.

“ Hadari NawawiMetode Penelitian Sosiatet vi, Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1993, him. 31
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lapangan penelitian yang dimaksud di sini adalahdBk Pesantren al-

Ma’unah Cirebon.
2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah sumber dimana digdat

diperoleh?? Ada dua sumber data yang dipergunakan, yaitu:

a. Data Primer, yaitu data dari sumber-sumber prirp&ity sumber asli
yang memuat informasi / data tersebut. Adapun sumideer dalam
penelitian ini adalah informasi yang diperoleh daoindok Pesantren
al-Ma’'unah Cirebon, antara lain pimpinan/pengelaiakif, nadzir,

dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh nadzir.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari kiepaistakaan,
buku, dokumen dan lain sebagainya. Data sekundesraleh dari
sumber pendukung untuk memperjelas sumber date&phkerupa data
kepustakaan yang berkorelasi erat dengan pembahabgek

penelitian®®
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, ddala

a. Wawancara / Interview

22 syharsimi ArikuntoProsedur Penelitian Suatu Pendelatan Praktedt XII, Jakarta:
PT Rineka Cipta, 1998, him. 120.

% Saifuddin AzwarMetode PenelitianYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, him. 91.
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Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara duagoaau
lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diaralpada suatu
masalah tertentu. Interview merupakan metode pepglan data
yang menghendaki komunikasi langsung antara pellyetiengan
subyek, atau respondéh. Dalam melaksanakan interview,
pewawancara (peneliti) membawa pedoman secaralgses tentang

hal-hal yang akan ditanyakan.

Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti dengan pgmap /
pengelola, wakif, nadzir, pihak-pihak yang ditunjolleh nadzir yang
bersangkutan untuk memperoleh data tentang peraédey
pengelolaan wakaf yang terjadi di Pondok PesanakWMa’'unah

Cirebon.
b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu sekumpulan data yang barke
tulisan seperti dokumen, buku-buku, majalah, peaatperaturan,
catatan harian dan sebagaifiyaMetode ini digunakan untuk
mengumpulkan data yang berkaitan dengan pendedegpsngelolaan
harta wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren aldii@h Cirebon,
antara lain berupa AD/ART, peraturan perwakafan &amtipikat

Wakaf.

4 yatim Riyanto,Metode Penelitian Pendidikan: Suatu TInjauan Dasurabaya: SIC,
1996, him. 67.

% Suharsimi Arikuntopp.cit, him. 144.
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4. Metode Analisis

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah sisalilata
kualitatif. Teknik pengelolaan data ini bertolakridaerbagai fakta yang
teridentifikasi yang muncul atau merupakan periliti deskriptif
sebagaimana penelitian yang terjadi saaf®iktau dengan kata lain,
bahwa data yang tidak bisa diukur atau dinilai d@engngka secara

langsundf’

Dalam menganalisa data, dipergunakan metode anatiaia
normatif. Data normatif merupakan kegiatan untuk ngaglakan
sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertissematisasi berarti
membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukuraligetiersebut untuk

memudahkan pekerjaan analisis dan kontrtfksi.

Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskiypiif) cara
penulisan dengan menggunakan pengamatan terhagkp, geeristiva

dan kondisi aktual di masa sekarang.

% |bnu Hajar,Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalaRendidikan Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 1996, him. 274.

2" Tatang M. Amirin,Menyusun Rencana Penelitiafiakarta: Rajawali, cet ke-2, 1990,
him. 134.

%8 Bambang SunggondJietode Penelitian Hukumlakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003, cet ke-5, him. 195-196.

29 Wasty SoemantoPedoman Teknik Penulisan Skripdakarta: Bumi Aksara, 1999,
him. 15.
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F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dasiskem yang

dapat

menunjukkan gambar utuh dalam skripsi ini, kanapenulis

menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan epgan, telaah

pustaka, metode penelitian dan sistematika pemusikapsi.

: Bab ini merupakan landasan teori yang iteratas tiga sub bab

yaitu tentang wakaf, nadzir dan pendelegasian pelage
wakaf. Pada sub bab pertama, yaitu tentang wakamumat
pengertian wakaf, dasar hokum, unsurr dan syar&aafwaan
macam-macam wakaf. Pada sub bab kedua adalah panger
syarat dan tugas nadzir. Pada sub bab ketiga, hadala
pendelegasian pengelolaan wakaf (yang terdapainddtedang-

undang Wakaf).

: Bab ini berisi tentang pendelegasian pelotpan wakaf di

Pondok Pesantren al-Ma'unah Cirebon. Yang termaduk
dalamnya adalah gambaran umum tentang pesantrem, da

praktek pendelegasian pengelolaan wakaf di pondelngren.

. Analisis hukum Islam, merupakan pokok igang di dalamnya

menyangkut tentang analisa hukum Islam terhadap
pendelegasian pengelolaan wakaf di Pondok Pesardlen

Ma’unah Cirebon.
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BABYV  : Penutup. Bab ini berisikan tentang kesingoyl diikuti dengan

saran-saran, dan diakhiri dengan kata penutup.



